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ABSTRAK

Pemanggungiawaban pidans dapat dimintakan pads pelaku tindak pidana
apahila dafasmn perbuatan pidananya tersebut ferdapat unsur kesalahan, Apabila
prang yvang melakvkan perbuaten pidana ity memang mempunyai kesalahan, maka
ia akan dipidena. Tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalaban, walaupun ia telah
melakukan perbuatan vang terlarang dan tercela dia tentu tidek dipidens. Hal
tersebul sesuai dengan asas “Thdak dipidana jlka tidak ada kesaloahan”, begitu
juega dalam kasus kekersan dalam romah tangea vang dilakukan oleh soami.
Suami sebagai pelaku akan dimintai peranggungjawaban atas perbuatan yang ia
lakukan, jika adiznya unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Sesuai dengan
pengaturan khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangea, yvang
dituangkan dalam Undang-undang Noemor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangea, Dalam skripsi ini penulis merumuskan
permasalahan vaity bagaimanakah bentuk perlanpgungiawaban pidans bagi suami
sehagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan
Megeri Padang Panjang dan apekah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap suami scbagai pelaku findak pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Pengadilan Weperi Padang Panjang. Penulisan skripsi ini bermantaat
untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum khususnya yang
berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah angga. Penulisan ini
menggunaken metode yuridis sosiologis yaitu penclitian vang membandingkan
UL PEKDRT dengan kenvalean yang ada di lepangan berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai peleku tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian vang didapatkan yaitu di Pengadilan
Megeri Padang Panjang pertanggungjawaban pidana bagi suami sebapai pelaku
tindak pidana kekerasan dalam rumah tenppa, kesalahannya di lihat dari
kcterangen para saksi dan terbuktinye unsur barang siapa, unsur melakukan
kekerasan dalam rumah tanpga, den unsur terhadap orang dalam lingkup ramah
tangga serta lidak adanya alasan pemaaf pada diri suami sebagai peleku dan dalam
hal ini suvami dijatuhi hukuman penjara selama 1 tabun, Hakim cenderung
menghadepi kesulitan dalam menjatuhken sanksi pidana bagi suami sebagai
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini karena selain harus
menerapkan ULT PEDRT, hakim juga berusaha mempertahankan keharmonisan
rumah tangea korban dengan pelaku. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan petusan,
hakim mempertimbangkan aspek agama, sosial dan ckonomi serfa hal-hal vang
memberatkan dan hal-hal wvang meringankan. Penulis menvarankan sebaiknya
setiap permasalahan vang terjadi dalam rumah tangga di selesaikan secara
kekeluargaan oleh semua pihak baik korban, pelaku dan keluarga kedua belah
pihak. Wamun, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan
jalan kekeluargaan barulah dibawa ke jolur hukum.



BABI
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah

Dalum  kebidupan  masyarakat kerap kita temwi berbagai  tindakan
kriminal, disntaranya tindak kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang
dilakuken berupa pemaksaan dan kontrel dengan tujuan untuk mendominasi
seseomng vang dipandang lemah.' Tindakan terselut merupakan salah satu
hentuk pelangoaran terhadap Hak Asasi Manusia, Kekerasan ini bisa terjadi
dimana sajn don kapan sagja. bahkan di dalam lingkungan Kelvarga yang
merupakan rupng lingkup sosial terkecil dalom masyvarakat vang  dalam
perkiraan kita semua. sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindak
kekerasan di lingkungan tlersebul. Namun peda Renyataonya ditempat itulah
sering kali terjadi tindek kekerasan. Tindek keberasan dalam Keluorga ini lebih
kita kenal dengan istilal Kekerasan Dalam Rumah Tangea  (Domesiic

Fiofenee) vang biasa disingkat dengan KDRT.

Malam Undang-undang Momor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. pada pasal 1 avat (1) menyatakan bahwa =
“Kekerasan dalam Bumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap sescorang

terutama perempuan, yang berakibal timbulnya kesengsaraan stao penderitaon
secara [sik, seksual, psikologis, dansatau penelantaran rumah tanpea termasuk

Vol Perernpizin Sconnd Uik Kewditon Dan Demekoasi: Pesplaowan Kekerasak
Dedere Sawian Tonges, Jakarie, Koalist Perempasen Indoness, 2004, hal. 3,

ik pazel O Undang-undaing Monsor 23 Tabun 2004 entang Penghapusan
keekernsan Dalam Rumah Tangga.



sncaman  untuk  melakokan  perbuatan,  pemaksaan,  atan perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga ™

KDRT ini terjadi di semua steata sosial dan di berbagai budaya vang
dapat mengakibatkan luke fisik, psikologis dan bahkan kematian, KDRT bisa
saja dilakukan oleh laki-laki werhadap perempuan yaitu ister, anak. ibu, mertua
dan pembantu. Selain iu. Kekerasan ini juea dapat dilakokan oleh perempuan
terhadap  laki-laki  vaitu  avah, supmi, anak  dan  lain-lain,  Namun
kenvataannya, yang sering kita jumpai vang menjadi pelako kekerasan dalam
rumah tangea ini adalah laki-laki dan korbonnye adalah perempoan. Hal ini
dilandasi sistem 1ata nilai vang mendudukan perempuan sebagai makhluk yvang
lemah dan rendeh dibandingkon laki-laki. Sehingpa dolam  fikiman suami
lindakanya yang menyakitl isterinva dengan meinukuli, berkata  kasar,
mamaksa melakokan hubungan  seksual dan tindakan  kekerasan lainnva
digngeap hal vong wajar. Sedangkan isteri sebagni korban hanva pasrah
menerima keadoan dengan berbagad alasan seperti takot mencemarkan nama
baik keluarga, wkut tidak dinafkahi oleh suami, takut jiwanya terancam dan
juga memikirkon masa depan anak-anaknyva, schingga i@ mengahaikan

keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri.

Posisi isterd dalam keluarpa tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat
vang melingkupinya, perdn antara suami, @k urung menempatkan isteri dalam
posisi rentan terhadap kekerasan, Dalam kelvargn, svami diangeap sebagai

pemepang kekuvasaan don isteri hanyva sekedar objek dar kekuasaan suami.
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BAB IV

PENUTLF

A. KESIMPULAN

Drael uraian wang lerdapal pada bab-bab schelumnya penulis dapal

menyvimpulkan sehagai herikut ©

Pertanggungjawaban pidana bagi suami schagai pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangea, kesalahannya di lihat dar keteranpan para
saksi dan terbuktinva uwnsur barang siapa. unsur melakukan kekerosan
dalamy rumah tangpea, dan unsee terhadap orang dalam lingkup rumah
tengpa secara sah dan mevakinkan serta tidak adanya slasan pemaal pada
diri spami sebagai pelaku dan dalam hal ini suami dijatuhi hukuman

penjara selama | tahun.

. Dalam menjatuhkan pidana bagi suami sebagai pelaky kekerasan dalam

rumah tangga hekim disamping harus menerapkan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 wentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, hakim juga berussha memepertahankan keharmomisan
rumah  tangga  kerban  dan pelaku. Oleh sebab  itu,  hekin juga
mempertimbangkan aspek agama. sosial dan ckonomi seria hal wvang

meringankan dan memberatkan dafam kasus vang sedang dihadapi.
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